
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI MUARA ENIM 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM 
NOMOR 22 TAHUN 2023 

TENTANG 

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN 
KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUARA ENIM, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk 

Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan 

Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6845);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);
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a. memastikan barang/jasa yang dibutuhkan tersediaan pada

layanan PLSE seperti e-katalog, e-katalog lokal, toko daring

dan ritel daring;

b. spesifikasi barang/jasa sesuai dengan yang tercantum

dalam DPA-SKPD, termasuk jenis produk dalam negeri dan

Tingkat Komponen Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-undangan;

c. memastikan ketersediaan limit KKPD untuk melakukan

pembayaran belanja;

d. pilih pesanan barang/jasa yang dibutuhkan; dan

e. melakukan pembayaran melakukan Kartu Kredit pada 1

(satu) penerima pembayaran.

(4) Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi di luar sarana

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai belanja paling

banyak untuk 1 (satu) penerima pembayaran sebesar

RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(5) Limit belanja KKPD dalam rangka keperluan belanja barang dan

jasa serta belanja modal untuk pertama kali diberikan paling

banyak sebesar RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(6) Limit belanja KKPD dalam rangka keperluan belanja perjalanan

dinas jabatan untuk pertama kali diberikan paling banyak

sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

(7) Total batasan limit belanja KKPD pada SKPD paling banyak

sebesar UP KKPD yang telah disetujui PPKD selaku BUD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

(8) Total besaran UP KKPD dan penggunaan UP KKPD dalam 1

(satu) tahun tidak melebihi pagu jenis belanja yang bisa

dibayarkan melalui UP KKPD.

(9) Pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah paling banyak 30%

(tiga puluh persen) dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan

melalui UP.

Bagian Keempat 

Pemegang, Pelaksana Kuasa Pengguna dan Administrator KKPD 

Pasal 20 

(1) Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna dan/atau

Administrator KKPD merupakan pejabat/pegawai SKPD yang

berstatus PNS.

(2) Pemegang KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan PA/KPA.

(3) Pelaksana Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan PNS yang mendapat kuasa untuk menggunakan

KKPD dari PA/KPA.

(4) Administrator KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan BP /BPP.
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